BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DAN PEKERJA DI EKOSISTEM
PERKEBUNAN SAWIT DAN/ATAU PEKERJA DARI PRODUK TURUNAN
PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan peralihan sumber anggaran
pendanaan penyelenggaraan program  jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dan pekerja di
ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk
turunan perkebunan sawit dari Dinas yang menyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, maka Peraturan
Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2024  tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi
Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan
Sawit dan/atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit,
perlu diubah dan disesuaikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



LO.

L1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6427);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
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Menetapkan

l2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

l4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

LS. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 451);

l6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKAMARA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DAN
PEKERJA DI EKOSISTEM PERKEBUNAN SAWIT DAN/ATAU
PEKERJA DARI PRODUK TURUNAN PERKEBUNAN SAWIT

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dalam Peraturan Bupati
Sukamara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan
Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit dan/atau Pekerja dari Produk
Turunan Perkebunan Sawit (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun
2024 Nomor 20), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 11

Pendataan dan pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi
Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan
sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit
dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dialokasikan dalam DPA Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit dan
pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk
turunan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal II
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal (Z [Naret Q025

BUPATI SUKAMARA,
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MASDUKI

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal W Yarex Q025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 6



